:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2019

PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

1Suwardi 2Arief Dwi Atmoko
Fakultas llmu Hukum, Universitas Narotama

lsuwardi@narotama.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tah860 tentang Peraturan Dasa
Pokok- pokok Agraria (UUPA) dipusatkan pada pelayabagi rakyat banyak,terutama
golongan petani,yang merupakan bagianterbesartraig@anesia yang keadaan ekonominya
lemah. Pada masa itu, mulai dilaksanakan ketertagentuan landre form mengenai
pembatasan penguasaan tanah pertanian, larangailik@e tanah secara guntai (absentee),
redistribusi tanah yang terkena ketentuan Efpdm dan absentee, pengaturan bagi-hasil
dan gadai tanah pertanian. Selain itu, dilaksan@kga penghapusan hak-hak kolonial dan
ketentuan konversi hakhak tanah yang semula dadlam perangkat hukum yang lama,
menjadi hak-hak baru menurut UUPA.

Kata Kunci : UUPA, pembaruan, tanah, petani

ABSTRACT

The policy of implementing Law Number 5 of 1960 ceming Basic Agrarian
Regulations (UUPA) is centered on services forpbeple, especially the peasantry, which is
the largest part of the Indonesian people whosaeau@ conditions are weak. At that time,
the provisions of landreform began to be implemeém@ncerning restrictions on the control
of agricultural land, the prohibition of land owsbkip in a hurry (absentee), redistribution of
land affected by landreform and absentee provisigmefit-sharing arrangements and
agricultural land pawn. In addition, the abolitiohcolonial rights and the provisions on the
conversion of land rights which were originally pstiated in the old legal instruments,
became new rights according to the LoGA.

Keywords: UUPA, renewal, land, farmers
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan mantisiaah adalah sumber kehidupan,
kekuasaan, dan kesejahterdaBksistensi tanah dalam kehidupan manusia memauanty
dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagaial asset dan capital asset. Sebagai
social asset tanah merupakan sarana pengikaukesstsial dikalangan masyarakat untuk
hidup dan kehidupan, sedangkan capital asset tamatupakan faktor modal dalam pemba
ngunan. Sesuai dengan sifatnya yang multidimenkgtarasarat dengan persoalan keadilan,
permasa lahan tentang pertanahan seakan tidaklpsurut. Pengaturan tentang struktur
pertanahan/ keagrarian telah disadari sejak berabad lamanya oleh negara-negara
didunia. Perombakan dan pembaharuan struktur dvéawt keagrarian dilakukan untuk
memenuhi asas keadilan dan meningkatkan Kesegaan rakyat.

Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor Huital960 tentang Peraturan
Dasar Pokok -pokok Agraria (UUPA) dipusatkan paddayanan bagi rakyat banyak,
terutama golongan petani, yang merupakan badebesar rakyat Indonesia dan yang
keadaan ekonominya lemah. Pada masaitu, multaksdnakan ketentuan-ketentuan
landreform mengenai pembatasan penguasaan faarémian, larangan pemilikan tanah
secara guntai (absentee), redis tribusi tanahg y&erkena ketentuan landreform dan
absentee, pengaturan bagi-hasil dan gadai tandhnf@ar. Selain itu, dilaksanakan juga
penghapusan hak-hak kolonial dan ketentuan konvexkhak tanah yang semula diatur
dalam perangkat hukum yang lama, menjadi hak-hakianurut UUPA.

Menurut Utrecht yang dikutip oleh Budi Harsono, aakAgraria dalam arti sempit sama
dengan Hukum Tanah. Hukum Agraria dan Hukum Tanehjawli bagian dari Hukum Tata
Usaha Negara, yang menguji perhubungan-perhubuhgkom istimewa yang diadakan
akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengoal-soal tentang agraria, melalui
tugas mereka itu. Jadi istilah hukum agraria daliagkungan administrasi pemerintahan
dibatasi pada perangkat perundang-undangan yangenelandasan hukum bagi penguasa
dalam menjalankan kebijakannya di bidang pertanahan
Adapun konsep pembaruan agraria sendiri memilikildedan sifat yang berbeda tergantung
pada zaman dan negara tempat terjadinya pembaguaneaersebut.

Hal ini mengingat persamaan mendasar dalam pembagraria, yakni inti dari pembaruan
agraria adalah pemerataan sumber daya adraria.

Pemerintah melaksanakan kebijakan penyelenggapaambangunan dengan menguta
makan pertumbuhan. Di bidang pertanahan, kednjakersebut diterapkan dengan
menguta makan persediaan tanah bagi usaha pesuspdaisahaan industri, perkebunan
besar dan pembangunan perumahan mewah yang ddavedai “real estates” dikota-kota
besar, yang semuanya itu memerlukan tanah ralgmhasuk yang semula diperuntukkan
bagi usaha pertanian.

! Cholid, Sofyan, Redistribusi Tanah Dalam UsahagBetasan Kemiskinan Masyarakat Petani Jurnal Ilmu
Kesejahteraan Sosial, Jilid 4 No. 2 Oktober 166-2876

2 Bakri, Muhammad ,2007, Hak Menguasai Tanah Olelgake (Paradigma Baru Untuk Refor masi
Agraria),
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Hal ini didukung dengan perubahan kebijakan pahian (prorakyat menjadi prokapi
talis-liberalis) yang terbukti semakin menjauttari perwujudan pemerataan hasil
pembangu nan, dan hal itu berarti semakint suituk mewujudkan keadilan sosial.
Berbagai fenomena yang mendukung konstataseltetsli atas, adalah :

(1) Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasdamyang berakibat terhadap
terpinggir kannya hak-hak pemilik tanah pertanian.

(2) Seiring dengan perkembangan kapitalismigi nanah hanya dilihat berdasarkan nilai
ekonomisnya (tanah sebagai komoditas), nilai-mitai ekonomis menjadi terabaikan.

(3) Perubahan fungsi tanah, tanah sebagai salahfador produksi utama menjadi sarana
investasi dan alat spekulasi/akumulasi modal.

(4) Globalisasi ekonomi mendorong kebijakan peittanayang semakin adaptif terhadap
mekanisme pasar, namun belum diikuti dengan peaguaitses rakyat dan masyarakat
hukum adat/tradisional/lokal terhadap perolehanmimanfaatan tanah.

Kebijakan yang propertumbuhan tersebut di atab trelanimbulkan berbagai dampak lain:

(1) Tanah semakin langka dan mundur kualitasnya.

(2) Konflik penguasaan dan pemanfaatan sumber diya, termasuk tanah, baik yang
bersifat struktural maupun horizontal semakin tagien meningkat kuantitasnya.

(3) Kemiskinan dan semakin terbatasnya lapangga,k@ang antara lain disebabkan karena
alih fungsi tanah, utamanya tanah pertanian, urggkggunaan nonpertanian (industri,
perumahan, jasa/pariwisata, infrastruktur, dan lim).

(4) Semakin timpangnya akses terhadap perolehanpdaanfaatan tanah/sumber daya
alam, karena perbedaan akses modal dan akseg.politi

(5) Semakin terdesaknya hak-hak masyarakat adatamrsst lokal terhadap sumber daya
alam yang menjadi ruang hidupnya, baik karei@mbil secara formal oleh pihak
lain (dengan atau tanpa ganti kerugian yang memnadau karena tidak diakuinya
(secara lang sung atau tidak langsung) hak-hakyamakat adat/masyarakat lokal atas
sumber daya alam termasuk tanah oleh Negara.

Kenyataan-kenyataan pelaksanaan kebijakan dnpidgraria sejak Era Reformasi,
menim bulkan pihak-pihak pemerhati rakyat banyekuk mencabut, mengubah, bahkan
mengganti UUPA dan peraturan-peraturan pelaksagyaar@ejalan dengan hal tersebut, isi
Pasal 6 Kete tapan (TAP) Majelis Permusyawaratdty®®gdMPR) Republik Indonesia (RI)
Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 Nopember 2001 tentaagnParuan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam, menugaskan kepada Dewan Peamakbkyat (DPR) RIjuntuk
segera menga tur lebih lanjut pelaksanaan pemiran agraria dan pengelolaan sumber
daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau memggaemua undang-undang dan
peraturan pelaksana annya, yang tidak sejalan dendeetetapan ini.”

Bahwa UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaadepgan konsepsi, semangat dan
asas-asas dasar yang melandasinya, tidak l@argam dengan, bahkan sejalan dengan
keten tuan TAP MPR RI IX/MPR/2001 tersebut dawasih relevan, untuk masa Kini
dan menda tang. Dengan menyadari kekurangan kdd@mahan-kelemahannya, yang
perlu dilakukan bukan menggantinya, melainkaenyempurnakan pasal-pasalnya.
Presiden selaku manda taris MPR menerbitkan Kepnti&gesiden (Keppres) Nomor 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di BidangtdPahan. Isi Keppres tersebut
memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan mdas{@PN) untuk melakukan
langkah-langkah percepatan penyusunan RUU Penyeagu UUPA dan RUU tentang
Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undamagamy& di bidang pertanahan. Apabila
didalami, kalimat penyempurnaan secara semantéetibeesuatu yang sudah baik dijadikan
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semakin lebih baik, bukan pembaharuan. Sehinggasdmkonsep substansi UUPA dapat
dipertahan kan sedangkan kelemahan dan kekurargadapat disesuaikan dengan
perkembangan kekiniah.

Bachriadi mengungkapkarfKekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak
ditem patkannya pembaruan agraria yang berupa parat kembali penguasaan,
penggunaan, peman faatan, peruntukan dan pemebimasamber-sumber agraria sebagai
pra-kondisi dari pemba ngunan...Pembaruan agrariaedipyai pula sebagai proses
perombakan dan pembangu nan kembali struktur soseéslyarakat, khususnya masyarakat
pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian yamhgtséerjaminnya kepastian penguasaan
atas tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupareka, sistem kesejahteraan sosial
dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta gangan sumberdaya alam sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

(Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998).
“Melaksanakan land reform berarti melaksanakan shagian yang mutlak dari Revolusi
Indo nesia.”(Soekarno, 1960).

Saat ini pemerintah kembali membangkitkan Reforngrada dalam konsep baru,
dengan konsep Reforma Agraria baru yang sedangaph&angsa Indonesia.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungapada latar belakang, maka penulis
merumuskan masalah ini adalah sebagaimana diungkaphb:

1. Apakah Pembaharuan Agraria Sebagai Pondasi Pemimamgu
2. Apakah diperlukan suatu Pembaharuan Hukum Agraridndonesia dalam suatu
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyempurnaan UURRAittelengan globalisasi ?

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodeelpp@m hukum normatif yang
dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis mashldtum yang ada. Penggunaan metode
penelitian normatif ditunjang melalui pendekatamapgan perUndang-Undangan dengan
menelaah peraturan perUndang-Undangan terkait, mplemdekatan konseptual melalui
pemahaman dengan memperdalam asas-asas dan dokirim- para sarjana yang
diimplementasikan dan relevan dengan penulisan ini

PEMBAHASAN
a. Pembaharuan Agraria Sebagai Pondasi Pembangunan

Indonesia merupakan salah satu negara yarigksa@akan pembaharuan struktur
pertanahan pada periode 1960-an. Sesuai dengénh 1945 Pasal 33 ayat (3) negara
sebagai organisasi kekuasan rakyat pada tingkatag tertinggi menguasai tanah untuk
dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmurantrakgagan semangat perubahan dan
pembaharuan secara mendasar terhadap strukturanglean agar dapat memenuhi
kepentingan dan keadilan bagi rakyat maka sebagaiypjudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 dikeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960atenPeraturan Dasar Pokok-Pokok

3 Abdurahman, 1995, Masalah Pencabutan Hak-Hak Paaah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Udiaundonesia, PT. Citra Aditya Bandung. Alting,
Husein, 2010,
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Agraria (UUPA) pada Tanggal 24 September 1960.ddgdJndang Pokok-Pokok Agraria
ini merupakan fundamental pengaturan dan pembamastraktur pertanahan di Indone
sia.Tujuan pokok dari UUPA adalah :

(1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukuariaghasional, yang merupakan alat
untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan &eaddgi negara dan rakyat,
terutama rak yat tani, dalam rangka masyarakat @alil makmur;

(2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesalala kesederhanaan dalam hukum
pertanahan;

(3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepadtukum mengenai hak-hak atas
tanah bagi rakyat seluruhnya.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagaukndeformasi agraria belum
mam pu menjadi jawaban atas permasalahan agrdridodesia. Selain karena banyak
amanatnya belum dilaksanakan, banyak juga atutaaratdibawahnya yang bertentangan
dengan Panca sila, UUD 1945. Oleh karena itu, samgmdesak adanya penegasan dan
revitalisasi nilai-nilai Pancasila didalam poliagraria nasional.

Di Indonesia, kendati telah lebih dari 50 Tahun WJ&hir, namun sampai saat ini belum
banyak memberikan arti. Bahkan maraknya kasus-kksoflik pertanahan seperti kasus
sengketa Mesuji dan kasus pertambangan di Bimaypakan kasus konflik agraria yang
terjadi. Bahkan banyak pihak berpendapat bahwadienja kasus-kasus seperti di atas adalah
akibat inkonsistensi berbagai pihak, terutama panadr dalam pelaksanaan UUPA. Terbukti
reformasi agraria malah menjauhkan rakyat dariosedgraris’

Dalam mengemban tugas menyelenggarakan administpasianahan. Badan
Pertanahan Nasional berpedoman pada empat priagignphan yang memberikan amanat
dalam berkontri busi secara nyata untuk meningkakesejahteraan rakyat yaitu : menata
kehidu pan bersama yang lebih berkeadilan; mewajudkkeberlanjutan sistem
kemasyarakatan; kebangsaan dan kenegaraan Inaorsesia mewujudkan keharmonisan
(terselesaikannya sengketadan konflik pertanahan).

Dalam mencapai visi dan misinya, selanjutnya Ba€artanahan telah menetapkan 11
agenda pertanahan yang terdiri atas :

1). Membangun kepercayaan masyarakat pada Bad@am&san Nasional RI;

2). Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pemdaftanah serta sertifikasi tanah secara
menyeluruh di Seluruh Indonesia;

3). Memastikan penguatan hak-hak rakyat atafhitana

4). Menyelesaikan persoalan pertanahan di dasaaleh korban bencana alam dan daerah-
daerah konflik di seluruh tanah air;

5). Menangani dan menyelesaikan perkara, massdalgketa, dan konflik pertanahan secara
sistematis;

6). Membangun Sistem Informasi Manajemen Per@am&asional dan sistem pengamanan
dokumen pertanahan di Seluruh Indonesia;

7). Menangani masalah Kolusi, Korupsi, NepotistiEN) serta meningkatkan partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat;

8). Membangun basis data penguasaan dan pemidikah skala besar;

4 Hermeneutika Hukum, Ull Press, Yogyakarta. Hars@wedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi ddéakPsmnaannnya, Djambatan,Jakarta.
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9). Melaksanakan secara konsisten semua pergterandang-undangan pertanahan yang
telah ditetapkan;

10). Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasiginal R

11). Mengembangkan dan memperbarui politik, hukdam kebijakan pertanahan (Reforma

Agraria).

Berangkat dari 4 (empat) prinsip dan 11 (sebelgsh@da inilah selanjutnya ditetapkan
tujuan dari pelaksanaan Reforma Agraria yangrtetdri enam rumusan yaitu :
a. Menata kembali ketimpangan struktur penguasaa penggunaan tanah ke arah yang
lebih adil,
Mengurangi kemiskinan;
Menciptakan lapangan kerja;
Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-suskmeromi terutama tanabh;
Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan,;
Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkundadup dan meningkatkan ketahanan
pangan.
Adapun strategi dari pelaksanaan Program Pemba&wiamia Nasioanal (PPAN) sebagai
mana yang telah dirumuskan oleh BPN-RI adalah selegikut:
1). Melakukan penataan atas konsentrasi aset dartaatah-tanah terlantar melalui penataan
politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancaii®, 1945 dan UUPA.
2). Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasdi negara (obyek Reforma Agraria) untuk
rakyat (subjek Reforma Agraria).

Tidak dijalankan pembaharuan agaraia khusunya é#omin di Indonesia justru
menjadikan masyarakat Indonesia, khusunya masyamsdsyarakat yang kehidupanya
tergantung pada sumberdaya agraria baik masyapekani dipedesaan ataupun komunitas
masyarakat adat yang hidup mengelola sumberdayan la@lecara turun-temurun harus
berkonflik dengan sektor private/swasta yang diiijperoleh negara untuk mengelola
sumberdaya lahan dilndonesia.

Dalam kontes tersebut sesungunya pola landrefomgasiependekatan komunal adalah
dalam upaya mengupayakan kemampuan optimal marmasiajndividu maupun kelompok
sosial yang sudah berkembang pada masyarakat kangslanjutnya landreform adalah
upaya mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemematandan kesejahteraan, Pende
katan pola komunal pada masyarakat komunal adadddimdupaya pembangunan yang
menaruh keperca yaan kepada masyarakat untuk mgombairinya sendiri sesuai dengan
kemampuan yang ada padanya. Kepercayaaan ini dikayatlalam bentuk kesempatan yang
sama, kebebasan memi lih, dan kekuasaan yang m&taatuoerikutnya adalah pembangu
nan yang berkelanjutan artinya bukan hanya ramajkilingan tetapi tradisi-tradisi lokal
harus ditingkatkan kwalitasnya untuk keberlanjusgstim dan produktifitas lahan sehingga
menjadikan masyarakat untuk mempunyai kemampuan baiegan secara mandiri dan
independence yaitu pembangunan berarti menguragtgrdantungan untuk menciptakan
hubungan saling menguntungkan dan saling menghorhfet tersebut yang harus menjadi
perhatian bagi perancang, perencana dan pelaksaohel pembaharuan agraria nantinya.

~Po0CT

5 Kartohadiprodjo, Soediman, 1967, Pengantar Tateukiudi Indonesia, PT Pembangunan, Jakarta.
Kasim, If dhal, 1996, Tanah Sebagai Komoditas idfaKritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru, EMS
Jakarta
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b. Perlunya Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia
Tanah adalah aset bangsa Indonesia yangoaiem modal dasar pembangunan menuju

masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, peasahnya haruslah didasarkan pada

prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalaasyarakat Indonesia. Dalam hal ini
harus dihindari adanya upaya menjadikan tanaagselbarang dagangan, objek spekulasi,

dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip4priyeng terkandung dalam Pasal 33 ayat 3

UUD 1945.

Kebijakan pertanahan didasarkan kepada upaya kemsisituk menjalankan amanat
Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu “...bumi, air, ruarggkasa, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasi negara untuk diganakebesar-besar kemakmuran
rakyat...”. Oleh karena itu, merupakan tugas negatakumelindungi hak-hak rakyat atas
tanah dan memberikan akses yang adil atas sumperdsaaria, termasuk tanabh.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diatas, tddigamukakan prinsip-prinsip
kebija kan pertanahan nasional, diantaranya:

a) Kebijakan pertanahan diletakkan sebagai dasgirpelaksanaan program pembangunan
dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi;

b) Kebijakan pertanahan merupakan dasar dan padoimagi seluruh kegiatan
pembangunan sektoral yang memiliki kaitan baik etangsung maupun tidak dengan
pertanahan;

c) Kebijakan pertanahan dibangun atas dasarsipai seluruh kelompok masyarakat
sebagai upaya mewujudkan pringpod governancelalam pengelolaan pertanahan;

d) Kebijakan pertanahan diarahkan kepada upaygataekan TAP MPR No. [1X/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sunmyaedam.

Pembaruan Agraria sebagai suatu isu, bersifat kalaptlan multidimensi, dan oleh
karena itu pendefinisiannya tidaklah sederhana. Wamemikian, tanpa bermaksud
menyederhanakan kompleksitas permasalahannya, pesmbagraria (agrarian reform)
pada intinya meliputi hal -hal sebagai berikut :

a) Suatu proses yang berkesinambungan artitglksdnakan dalam satu kerangka waktu
(time frame), tetapi selama tujuan pembaruan egb@lum tercapai, pembaruan agraria
perlu terus diupayakan;

b) Berkenaan dengan restrukturisasi pemilikargpasaan dan pemanfaatan sumber daya
alam (sumber agraria) oleh masyarakat, khususnggarekat pedesaan;

c) Dilaksanakan dalam rangka tercapainya kegastikum dan perlindungan hukum atas
kepemilikan tanah dan pemanfaatan sumber daya @amber daya agraria), serta
terwu judnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Reformasi agraria tidak bisa dilepaskan dari dikangolitik, perdebatan ideologi, dan
campur tangan pihak internasional dimasa lampaa. ygng terjadi di masa lampau tersebut
masih beresonansi dengan keberadaan struktur agliaimdonesia kini. Sehingga sekarang
ini sangat mendesak diperlukan suatu studi yanth lkbmprehensif mengenai gagasan
reforma agraria di Indonesia, terutama dalam mepaldik pertanahan nasional yang
menuai banyak masalah.

RUU Pertanahan mencakup sinkronisasi dan harmaiisdsagai peraturan perundangan
terkait tanah, seperti UU Peraturan Dasar PokoleRdigraria, UU Perlindungan dan Penge
lolaan Lingkungan Hidup, UU Penataan Ruang, UU &mrkan, serta UU Pertambangan,
Mineral dan Batubara. Aspek-aspek hukum adat jugstadke dalam sistem keagrariaan
nasional. Dengan demikian, tampak adanya peneritesthadap paham sektoralisme dalam
penyempurnaan UUPA.
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Unsur yuridis dalam RUU ini adalah sebagai amamadand arah kebijakan pembaruan
agraria yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) kibdaih e TAP MPR IX/MPR/2001 yaitu :

1) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenagengan sumber daya agraria yang timbul
selama ini sekaligus dapat mengantisipasi poteosilik di masa mendatang guna
menja min terlaksananya penegakan hukum dengarsatidm atas prinsip-prinsip
pembaruan agrarian.

2) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalagka mengemban pelaksanaan
pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflieng berkenaan dengan
sumberdaya agraria yang terjadi.

Sedangkan unsur filosofis dalam RUU ini adalah raturgtanah secara komprehensif
untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan unsur sosiolggidersebaranya pengaturan agraria
diberbagai bidang atau sektor sehingga dibutuhkatussinkronisasi yang mengatur secara
komprehensif tentanh pertanahan. Berdasarkan patigapdapat yang ada dalam
masyarakat melalui organisai kemasyarakatan RUtangnPertahanan berdampak kepada
upaya-upaya hukum untuk memuluskan proses eksgldigmah secara liberal. Melalui
mekanisme privatisasi, libera lisasi dan dereguylasa penguasa modal semakin terfasilitasi
untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber agranag yada.

Pembaharuan agraria, atau sering juga digunakdahiSReforma Agraria” sebagai
peng ganti istilah“Agrarian Reform”, merupakan suatu keniscayaan yang harus
dilakukan. Selu ruh pihak hampir pasti menyetujlakidikannya pembaruan agraria di
Indonesia, sebagaimana telah termaktub dalam Tap MB. IX Tahun 2001. Lahirnya
ketetapan ini yang inisiatornya berasal dari kadangion pemerintah menunjukkan bahwa
ada kesepakatan tentang perlunya pembaruan adijadi&an perhatian bersama.

Jadi hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukemuk mencapai tujuan-tujuan
negara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan 1845 yakni untuk membangun
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indomesimerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahte raan dan kemakmuran rakyagnietn konstitusi tersebut haruslah
menjadi instrumen dasar dalam penataan kembaliikpalgraria nasional dalam kerangka
reforma agraria dengan menjadi kan Pancasila sepagadigma politik hukum, sehingga
Pancasila dapat berfungsi sebagai filosofische dglag dan common platforms dalam
konteks kehidupan bernegara.

c. Penyempurnaan UUPA Yang Tepat Untuk Dapat Mengatas Terpaan Globalisas
Upaya positivisasi aturan hukum demi mencapai Kepashukum, mengakibatkan

hukum positif itu harus berbentuk tertulis. Di Im#sia, pengaruh ajaran legisme sangat

berperan dalam positivisasi norma hukum. Bentukuhulpositif yang tertulis menduduki
posisi utama dalam sistem peraturan perundanguadadndonesia, dan karenanya kepastian
hukum menjadi unsur utama dari hukdm.

Dari sudut pandang teoritis, suatu peraturan pemgadindangan sebagai aturan hukum
tertulis yang baik yang diharapkan mampu memenuBuudasar hukum yakni keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum, setidaknya hammemuhi 4 (empat) unsur sebagai
berikut:

8 E. Utrecht, 1988, Pengantar Hukum Administrasi &faeg Pustaka Tinta Mas, Surabaya. Gau tama,
Sudargo, 1998, Tafsiran UUPA 1960, Rineka Ciptkada.
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1) Unsur yuridis, artinya bahwa suatu perundangaugan harus jelas kewenangan pembua
tannya, keharusan tidak bertentangan dengan pamap&rundang-undangan yang lebih
tinggi, dan keharusan mengikuti tata cara tertentu.

2) Unsur sosiologis, artinya bahwa suatu peratpeaundang-undangan yang dibuat materi
muatannya akan diterima oleh masyarakat secara haij&an spontan.

3) Unsur filosofis, artinya bahwa peraturan peangiundangan yang dibuat harus memper
hati kan nilai-nilai yang baik dan ideal dalam lilpan bermasyarakat, berbangsa, dan
ber negara, seperti tentang keadilan, kebenararjdtgeraan, dan sebagainya.

4) Unsur teknik perancangan, artinya bahwa dalaenyusun peraturan perundang-
undangan bahasa hukumnya harus dirumuskan selzatggas, dan tepat.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan tigéh bmenggunakan rumusan
yang tidak jelas, sehingga rumusannya dapat ditafsidalam berbagai arti atau sistematika
yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit, daml&n.

Adapun secara teknis, dalam membentuk peraturamgang-undangan harus berdasar kan

pada asas pembentukan peraturan perundang-undgargabaik yang meliputi :

1) Kejelasan tujuan, dalam arti setiap Pembeamtukeraturan Perundang-undangan harus

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tdpktm arti setiap jenis peraturan perun
dang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejababerenk peraturan perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan perundang-usndaegsebut dapat dibatalkan
atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lemlipegalbat yang tidak berwenang;

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatalgmdarti pembentukan peraturan
perundang-undangan harus benar-benar memperhatile@eri muatan yang tepat
dengan jenis pera turan perundang-undangannya;

4) Dapat dilaksanakan, dalam arti setiap penub@nt peraturan perundangundangan harus
memperhitungkan efektifitas peraturan perundangaogdn tersebut di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maugosiologis;

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, dalam aiips@eraturan perundangundangan
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan damadoéaat dalam mengatur
kehidupan berma syarakat, berbangsa, dan bernegara;

6) Kejelasan rumusan, dalam arti setiap PeratBemindang-undangan harus memenuhi
persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundal@pgan, sistematika dan pilihan
kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jdas mudah dimengerti, sehingga
tidak menim bulkan berbagai macam interpretasindgdalaksanaannya; dan

7) Keterbukaan, dalam arti dalam proses pembantpkraturan perundangundangan mulai
dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pasavalbersifat transparan dan

terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyaral@npunyai kesempatan yang
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam gprgemmbuatan peraturan
perundang-undangan.

Persyaratan, unsur dan asas diatas jika dikategomsaka dapat dikelompokkan pada
dua kelompok besar yakni asas atau persyaratarafolan material.

Terkait dengan pembentukan rancangan undang-uraidam rangka pembaruan hukum di

bidang agraria, sejumlah prinsip dan dasar kehijalkang digariskan dalam Ketetapan MPR

No.IXMPR 2001 harus diperhatikan dan menjadi |satadalam penyusunan berbagai

undang-undang dimaksud. Selain itu, agar adanyangadndang yang hendak dibentuk

menjadi suatu solusi bagi persoalan keagrariaam yata dan mampu mencapai unsur
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yanghbang sebagaimana dicita-citakan, dan
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mampu menjadi suatu hukum yang responsif, makardptases tersebut perlu diperhatikan

beberapa hal yang dapat dijadikan dasar pijakamy yaarupakan hasil pemikiran yang

berakar langsung dari kebutuhan masyarakat. Pembanchukum yang dilandasi dengan
sikap proaktif didasarkan pada penelitian dan ketarn hukum akan menghasilkan produk
hukum yang efektif.

Menurut Maria SW. Sumardjono setidaknya terdapat empat hal yang perlu
diperhatikan sebagai dasar berpijak bagi pembuajakan di masa yang akan datang, yang
diantaranya adalah :

1). Prinsip-prinsip dasar yang diletakkan olddRA perlu dipertegas dan dikembangkan
orientasinya agar dapat diterjemahkan dalam kedmjaikang konseptual sekaligus
operasio nal dalam menjawab berbagai kebutuhan dégrat menuntun ke arah
perubahan yang dinamis.

2). Perlu persamaan persepsi pembuat kebijakakermman dengan berbagai hal yang
prinsipil, agar tidak menunda jalan keluar darinpgsalahan yang ada.

3). Tanpa mengingkari banyaknya kebijakan yamgdsel diterbitkan, masih terdapat kesan
adanya pembuat kebijakan yang bersifat parsial atéwk memenuhi kebutuhan jangka
pendek, karena belum ielasnya urutan prioritasj&ledon yang harus diterbitkan.

4). Masih diperlukan adanya suatu cetak biruji&bn di bidang pertanahan yang dengan
jelas menunjukkan hubungan antara prinsip kebijalkgnan yang hendak dicapai, serta
sasaran nya.

Agenda Pembaruan agrarian yang dituangkan dalam NIRR IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Aldmlum sepenuhnya
diimplementasikan dalam Prolegnas. Hal itu terutéenléhat dari prolegnas 2010-2014. Hal
ini mencerminkan juga program pembaruan hukum egifzlum menjadi program yang
menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Pemahanan dan serta keinginan pemerintah dan DRIR daelaksanakan pembaruan
hukum agraria masih belum memenuhi harapan pardgemagraria di tanah air. Dalam
daftar prolegnas 2010 sampai dengan 2014 terdagimrdpa RUU di bidang pertanahan
yakni antara lain RUU tentang Pengambilalihan Tanatuk Kepentingan Pembangunan,
RUU tentang Pengadilan Keagrarian, RUU tentangaRahian, RUU tentang Perubahan atas
UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ataef beserta Benda-Benda yang
berkaitan dengan Tanah, dan RUU tentang PerubahanUd Nomor 56/Prp/Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Namuntteskasu pokok dalam pembaruan
hukum agraria sebagaimana telah dipaparkandalamrbagbelumnya, penulis membatasi
untuk melakukan kajian dan analisa pada 3 RUU y&tU tentang Pengambilalihan Tanah
untuk Kepentingan Pembangu nan, RUU tentang Pdagadeagrariaan dan RUU tentang
Pertanahan.

Pemikiran yang berkembang di tingkat dunia selamatelah menyepakati, bahwa
negara-negara berkembang sudah saatnya melaksd&®di{mkan pembaruan agraria secara
sungguh-sungguh. Asumsi dasar yang melandasingiaadkarena sebagian besar rakyatnya
masih meng gantungkan hidupnya pada tanah. Dalaaist@emikian, penataan penguasaan
tanah menjadi lebih adil merupakan instrumen yasgnsial untuk mengurangi kemiskinan

7 Gunanegara, 2008, Rakyat dan Negara Dalam Pengdadaah untuk Pembangunan, Tata Nusa, Jakarta.
Hamidi, Jazim ,2005,

238



;- HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 2, Oktober 2019

dan ketimpangan pendapatan terutama di pedesaamnkifan ini sudah muncul semenjak
Konferensi oleh FAO yang bertajukvorld Conference on Agrarian Reform and Rural
Development”Tahun 1979. Dalam pertemuan ini, pembaruan agnaeiaipakan hal yang
mendesak dan dilabeli stattiseharusan”. Respon Indonesia terhadap hasil pertemuan ini
misalnya tampak dengan kehadiran Badan Pertanahsioridl (BPN) yang baru berdiri
Tahun 1988 berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 188kipun ternyata peranannya
tidak sesuai dengan harapan para pemerhati rmasgiaria nasional.

Perubahan peta pemikiran yang cepat di tingkatadakihir-akhir ini merupakan kondisi
yang harus dipertimbangkan dalam setiap pilihanj&edn pemerintah, termasuk dalam hal
konsep dan pendekatan pembangunan pedesaan rdaia,agang keduanya saling terkait
erat. Kegagalam penerapan konsep modernisasi aleh kevelopmentalis di negara-negara
berkem bang melahirkan banyak pemikiran-pemikbraru yang sulit ditolak kehadirannya
karena misalnya lebih humanis, adil, dan sangahpeetimbangkan kondisi lingkungan.
Negara-negara berkembang yang berada pada posigiagmpsi pemikiran-pemikiran
tersebut, maka setiap kebijakan pemerintahnya dgrehi oleh isu-isu yang berkembang
tersebut. Demikian halnya, dengan kebijakan texpadasalah pertanahan dan sumber daya
alam secara umum (agraria).

Kedudukan lembaga yang menangani pertanahan/agdai@m susunan kabinet/
pemerin tahan, berbeda-beda, mengalami pasang sesutai dengan nuansa politik yang
mempengaruhi penentu kebijakan nasional di zamaribgagan dikeluarkannya Peraturan
Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertan&lamional dalam rangka penguatan
kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, maka BBdaanahan Nasional berperan
melaksanakan tugas pemerinta han di bidang pedanéhik secara nasional, regional,
maupun sektoral. Badan Pertanahan Nasional (BRNdiRarapkan dapat menjadi garda
terdepan bangsa dalam mewujudkan tanah dan peamanantuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlamjsistem kemasyarakatan, kebangsaan
dan kenegaraan Republik Indonesia. Hal ini temfakt mudah, banyak hambatan dan
tantangan kedepan yang harus dihadapi. BPN-RIshanampu mengembangkan dan
menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahesua konsep pembaruan agraria
sebagai upaya perwujudan tatanan kehidupan bersam@ bersandar pada ekonomi
kerakyatan, keadilan, demokratis, dan partisipatif.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakagaedampak dari perkembangan
di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya majegasan atau pemikiran tentang
pertanahan juga terus berkembang. BPN-RI ditungar mampu mengakomodasi seluruh
perkembangan dinamika pertanahan yang semakin |kksipBerbagai rumusan dan
formulasi program-program strategis dibidang pextean harus segera dilaksanakan. BPN-
Rl harus menata kelem bagaannya sehingga mampingkatkan pelayanan dibidang
pertanahan, memastikan penguatan hak-hak rakgat tahah, menyelesaikan berbagai
persoalan pertanahan, mengem bangkan dan memperbpbktik, hukum, dan kebijakan
pertanahan, serta melaksanakan peraturan perunddaggan secara konsisten. Dengan
demikian maka BPN-RI mampu menjadi lembaga yan@ayewujudkan cita-cita bangsa
yakni menjadikan tanah dan pertana han untuk sebesarnya kemakmuran rakyat, serta
keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakataparigsaan dan kenegaraan Republik
Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa di bidartapahan maka BPN-RI ke depan
harus melaksanakan berbagai agenda sebagai berikut
1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan BPN-RI
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Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan tésgpu Presiden Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Dalam rangka peaguétlembagaan Badan Pertanahan
Nasional telah ditetapkan Peraturan Persiden Noalun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional. Kebijakan ini memandatkan kepada Badamta&an Nasional untuk
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanabeara nasional, regional, dan
sektoral. BPN-RI harus mampu memberikan pelayadgiamidang pertanahan kepada
masyarakat secara berkualitas, bebas KKN, efektif efisien, terjangkau, akuntabel, adil,
serta tidak diskriminatif. Untuk itu BPN-RI haruselaksana kan penataan dan penguatan
kelembagaan melalui reformasi birorési.

Reformasi Birokrasi sudah bergulir pada setiapamst pemerintah pusat dan daerah.
Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikkdemen-elemen birokrasi, antara lain
kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ké&sdakan, akuntabilitas aparatur,
pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang perdaigm reformasi birokrasi adalah

perubahan mind-set dan culture-set serta pengerabdnglaya kerja. Reformasi Birokrasi

harus diwujudkan dalam perubahan secara signif{eaolusi yang dipercepat) melalui

tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan sek&araprehensif, sistematis, dan

berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maR&lHRI harus melaksanakan beberapa
agenda sebagai berikut:

a. Penataan kelembagaan dan penyederhanaandetatean.

Konsep kelembagaan harus disusun berdasarsandan misi yang ingin dicapai.

Struktur kelembagaan harus berdasarkan pada prefeitif, efisien, rasional, dan

proporsional (pembidangan sesuai dengan bebanfdatugas).

Terwujudnya sistem dan mekanisme kerja ydekti€ efisien, transparan, dan akuntabel

dalam administrasi pemerintahan maupun pelayangradee masyarakat. Penerapan

otomatisasi administrasi perkantoran (melalui kotepsasi) dan sistem manajemen
yang efisien dan efektif.
b. Peningkatan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia harus dibangun berbasis kigaifa profesional, netral, dan

sejahtera. Kepegawaian berbasis kinerja harus glilmarmeliputi standar kompetensi,

kom petitif, transparan, penggunaan metode assegsrantre, fit and propertest, jabatan
terbuka, orientasi pada prestasi kerja, beroriertasil dan kualitas, dan ada catatan
prestasi harian pegawai.

Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, mokirsikap-perilaku produktif,

didukung analisis kebutuhan diklat, dan penyalyasca diklat. Jumlah dan komposisi

pegawai yang ideal sesuai dengan tugas, fungsibeban kerja. Penerapan reward and
punishment (peng hargaan, sanksi tegas, kriteréan donsistensi pemberian
penghargaan). Peningkatan kesejah teraan pegawalumgenerapan remunerasi dan
pengaturan tunjangan secara adil dan layak.

c. Peningkatan pelayanan publik.
Pelayanan publik merupakan barometer dari transpaman akuntabilitas lembaga.
Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harpardmigma penyelenggaraan

8 Hutagalung, Ari Sukanti dan Markus Gunawan, 2d08yenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan,
PT. Raja Grafindo persada, Jakarta Ibrahim, JoB@96, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Norfpati
Bayu Publishing Malang.
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good governance/akni menjadi entrepreneurial competitive goveznin(pemerintahan
yang kompetitif), customer driven dan accountalgevernment (pemerintahan
tanggap/responsif), serta global-cosmopolit origotagovernment (pemerintahan yang
berorientasi global).
Penerapan prinsip pelayanan prima yang meliputiodeetdan prosedur pelayanan,
produk dan jasa pelayanan, penetapan standar patlgyendeks kepuasan masyarakat,
pengemba ngan model dan penanganan keluhan meaasyamabdernisasi administrasi
melalui otomati sasi administrasi perkantoran teteks di setiap Kantor Pertanahan,
penerapan dan pengem bangan e-government, sefi&apulsecara terbuka prosedur,
biaya dan waktu pelayanan.

2. Penyusunan Kerangka Kebijakan Pertanahan
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasat Ba ayat (3), pengelolaan
sumber daya alam termasuk pertanahan dipergunakatuk usebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Satu hal yang perlu dipahamivbabengelolaan sumber daya alam
merupakan suatu sistem yang saling terkait satgatetainnya. Semua kebijakan yang
berhubungan dengan pengelo laan sumber daya alam ki@kron satu dengan yang
lainnya karena masing-masing kebija kan akan safwegnpengaruhi. Oleh karena itu,
penyusunan kerangka kebijakan pertanahan sangatukian untuk dipergunakan sebagai
pedoman oleh semua pihak, baik pemerintah, masgtarakupun sektor swasta, dalam
menangani masalah-masalah pertanahan sesuai deidgaig tugas dan kepentingannya
masing-masing.
Ada empat komponen vyang harus dianalisis dal@mgembangan kebijakan
pertanahan
(1) komponen hukum dan konflik pertanahan;
(2) komponen administrasi pertanahan;
(3) komponen penguasaan dan penggunaan tanah serta
(4) komponen institusi pertanahan.

Jika empat komponen tersebut dapat dirangkai deéaangka yang komprehensif dan
sistematis maka pengelolaan pertanahan secaraaddake transparan, partisipatif dan
akun tabel dapat terwujud.

3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pertanahan.
Lambatnya pencatatan atau pendaftaran tanah mexuEdibat dari sistem pendaftaran
yang rumit dan biaya pendaftaran yang mahal sehitiggk terjangkau oleh masyarakat
luas. Sistem pendaftaran tanah yang ada juga belenjangkau penguasaan tanah oleh
masyara kat adat sehingga penguasaan tanah olglaraleg adat sebagian besar belum
dicatat secara formal.

Oleh karena itu, pengembangan kebijakan adminigieatanahan ke depan diarahkan
pada penyederhanaan sistem pencatatan tanah wangri@mpercepat proses pendaftaran
tanah, termasuk pendaftaran tanah adat. Penyedarhasistem pencatatan ini juga
mencakup penca tatan atas berbagai jenis trantaka@ih termasuk perpindahan status
kepemilikan karena jual beli, waris, sewa atauptandaksi lainnya yang ke depan
diperkirakan akan semakin intensif.

Penataan terhadap struktur biaya pertanahan yajampdkau oleh masyarakat luas
namun tetap dapat menopang keberlanjutan darinsipencatatan tersebut juga harus
dilaksanakan. Dengan demikian diharapakan percepatacatatan atau pendaftaran tanah
dapat terwujud.

4. Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Pamtanah
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Reformasi agraria menyatakan adanya hak psagnayang dijamin negara kepada
rakyat yang menjadi subjek agraria. Satu hal yaegtipg untuk dirumuskan dalam
kebijakan pengua saan tanah adalah kategorisdsadep jenis hak yang akan diberikan
atas pengua saan sebidang tanah, baik itu penguassta perorangan/badan hukum
maupun penguasaan bersama (komunal). Hak atas yanghdiberikan memberikan hak
dan kewajiban bagi pemilik tanah untuk menggunat@mahnya sesuai dengan jenis
haknya.

Pengelompokan jenis hak atas tanah sebaiknya mgmpangkan jangka waktu
pengua saan tanah (permanen atau sementara) sartduikan penggunaan atas tanah
tersebut agar sinergi dengan kebijakan rencana madédg yang ada. Kebijakan
penatagunaan tanah menjadi mediasi atau intedagesistem penguasaan tanah dan
sistem penataan ruang. Kebijakan penatagunaan tearal sesuai dengan rencana tata
ruang yang ada. Penggunaan tanah untuk fungsil $elsila diutamakan dari penguasaan
dan pemilikan tanah untuk kepentingan pribadi.

. Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sasgategis, baik secara sosial, ekonomi
maupun politik. Nilai strategis itu menjadi contgstresources yang potensial melahirkan
perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanakRaktor penyebab utama timbulnya
seng keta dan konflik tanah dalam konteks pembaargsesungguhnya bukan semata-
mata terletak pada persoalan teknis administpatifanahan, seperti adanya kekacauan
dalam pengelolaan dan mekanisme pengaturan adragiigertanahan. Masalah tersebut
hanyalah satu dari sekian banyak turunan masaldhnadan yang berakar dari pilihan
paradigma pembangunan yang tidak selaras dengantkegan sebagian besar rakyat
Indonesia serta kurangnya aturan hukum mengemguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah.
Untuk itu Badan Pertanahan Nasional sebagai lembpgmerintah yang
menjalankan tugas di bidang pertanahan harus mamgoyusun dan merumuskan
berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai perapaterkait dengan sengketa dan
konflik pertanahan. Harus ada upaya komprehensiftuku merumuskan strategi
pembangunan yang secara paradig matis/filosofipijakr pada kepentingan sebagian
besar rakyat Indonesia serta melakukan pembaruamniagnelalui penataan penguasan,
pemilikan, penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatah. Selain itu BPN-RI harus
meningkatkan kualitas pelayanan dan penertiban rasiratif pertanahan. Jika kedua
upaya tersebut dilaksanakan maka diharapkan dageatdorksi adanya perkara, masalah,
sengketa dan konflik pertanahan.
. Membangun Basis Data Pertanahan.

Sistem basis data mengacu pada sistem pemndamppenyusunan, dan pencatatan
(record) serta menyimpan dengan memanfaatkan k&mpmébagai mesin mengolah
dengan tujuan dapat menyediakan informasi setiapusduk berbagai kepentingan. Salah
satu usaha BPN-RI untuk mengotimalkan tugas-tuggayanan pertanahan dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi adalamba@gunan dan pengambangan
Komputerisasi Kantor Pertana han (KKP) karena #&amftertanahan merupakan basis
terdepan dalam kegiatan pelayanan. Selain itu ggebhgngan model pelayanan yang
berbasis on-line system dilakukan dengan pembamgdia&a pengembangan Larasita.
Dengan adanya pelayanan ini diharapakan pelayapeamanahan dapat menjangkau
semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat ngnah aksesibilitas untuk datang
ke Kantor Pertanahan. Untuk itu BPN-RI ke deparamipp kan mampu melaksana kan
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pembangunan dan pengambangan komputerisasi kaattanp han diseluruh Kantor

Pertanahan Republik Indonesia serta terus menikgkat pembangunan dan

pengembangan Larasita. Dengan demikikian pelaygeatanahan secara berkualitas,

transparan, partisipatif, dan akuntabel dapat tgrmvu

Dengan melaksanakan berbagai agenda penataanuterBadan Pertanahan Nasional
(BPN -RI) diharapkan mampu menjadi garda terdepangsa dalam mewujudkan cita-cita
bangsa untuk menjadikan tanah dan pertanahan sehdsar-besarnya kemakmuran rakyat,
serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarmk&kebangsaan dan kenegaraan
Republik Indonesia.

PENUTUP

a. Kesmpulan

Pembaharuan Agraria adalah suatu keniscayaan um&vkujudkan keadilan dalam
upaya menyejahterakan masyarakat, khususnya mkayaoetani, nelayan dan masyarakat
adat yang harus disertai dengan Pembaharuan Hukmari& di Indonesia.

Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia difgaru untuk mengantisipasi
kemajuan dan perkembangan zaman, khususnya digogrnanahan sesuai dengan arus
globalisasi dengan melakukan penyempurnaan UUPAnmdauatu RUU Penyempurnaan
UUPA. Penyem purnaan UUPA hanya pada hal-hal yaarngifat praktikal dalam rangka
penyesuaian dengan perkembangan globalisasi yawpisdengan jiwa dan kepribadian
bangsa, sedangkan konsep filosofis UUPA tetap rdipgstahankan.

b. Saran

Dalam rangk&enyempurnaan UUPA”maka produk hukum yang dihasilkan fungsinya
tidak terbatas pada social control tetapi jugauregs$i sebagai social engineering. Mengenai
masalah-masalah terkini yang berkembang di lapasghagai konsekuensi dari globalisasi
diakomodir dalam penyempurnaan ini sehingga adaakan yuridis untuk mengatasi
permasa lahan-permasalahan yang ada dalam madyaiakatu pihak dan melindungi
masyarakat dari pihak manapun karena adanya keffasalan ketidak pastian hukum.
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